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INTISARI

Tanah merupakan unsur fisik alamiah yang mempunyai
kedudukan sangat penting bagi manusia dalam melaksanakan
pembangunan. Untuk menunjang pembangunan diperlukan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan dengan menyelenggarakan
pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah
dalam hal ini adalah BPN.

Tingkat sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu hal yang
penting berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan
tanah, karena terkait dengan pengetahuan dan kemampuan masyarakat
dalam membiayai pembuatan sertipikat tanah. Sehubungan dengan itu,
penulis melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat sosial ekonomi
masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan
tanah di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh antara tingkat sosial ekonomi masyarakat
terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah di
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori (penjelasan).
Teknik pengambilan sampel melalui teknik random sampling. Sampel
berjumlah 50 orang yang berasal dari tiga desa yang dipilih berdasarkan
tingkat kemajuan pembangunan, yaitu Desa Sukoharjo, Desa Bumirejo,
dan Desa Sukobubuk. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan
kuantitatif. Tenik analisis secara kuantitatif menggunakan metode product
moment dan analisis regresi Pengumpulan data menggunakan kuesioner
dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan
antara tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat
untuk mensertipikatkan tanah sebesar 52,56%. Nilai koefisien korelasi
adalah 0,725, sesuai tabel koefisien korelasi nilai tersebut termasuk dalam
tingkat hubungan dengan kategori kuat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur fisik alamiah yang mempunyai

kedudukan sangat penting bagi manusia dalam melaksanakan

pembangunan. Sehubungan dengan itu jaminan kepastian hukum

di bidang pertanahan sangat diperlukan dalam menunjang

pelaksanaan pembangunan. Pemberian jaminan kepastian hukum

di bidang pertanahan, diawali dengan menyediakan suatu

peraturan perundangan yang jelas, lengkap, dan dijalankan secara

konsisten.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 mengatur mengenai

pendaftaran tanah. Dalam UUPA terdapat dua kewajiban pokok

yang hams dipenuhi yaitu: Pertama, kewajiban dari pemerintah

untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

Indonesia. Kedua, kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk

mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya.(Edi Rucchiyat,1984:

69). Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah dan

masyarakat harus dapat memenuhi kewajibannya agar amanat di

dalam UUPA dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu berarti

bahwa pemerintah dituntut untuk melaksanakan dengan



memberikan pelayanan pendaftaran tanah yang dimiliki oleh

masyarakat, sedangkan masyarakat dituntut untuk mendaftarkan

hak atas tanah yang dimilikinya.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah di

seluruh Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian

hukum. Jaminan kepastian hukum yang diberikan yaitu mengenai

orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek

hak), mengenai lokasi, batas, serta luas bidang tanah hak (obyek

hak), dan mengenai hak-hak atas tanahnya. Pelaksanaan

pendaftaran diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional

yang tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor

Pertanahan.

Kebanyakan dari masyarakat masih merasa bahwa

pengurusan sertipikat tanah adalah pekerjaan yang rumit dengan

beban biaya yang cukup tinggi. Sehubungan dengan hal itu penulis

mencoba mengurai faktor-faktor apa yang menyebabkan

rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah di

Kecamatan Margorejo. Faktor-faktor tersebut diduga diantaranya

adalah ketidaktahuan akan pentingnya sertipikat tanah, mahalnya

biaya pendaftaran tanah, kualitas pelayanan aparat pertanahan ,

ketidaktahuan tujuan pendaftaran hak atas tanah, dan kurangnya

sosialisasi dari Pemerintah mengenai pendaftaran tanah.



Berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas penulis tertarik

mengambil satu hal yang cukup mempengaruhi kesadaran

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah, yaitu adalah tingkat

sosial ekonomi masyarakat, faktor ini diduga memberikan pengaruh

terhadap kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah

karena menyangkut kemampuan masyarakat dalam membiayai

pengurusan sertipikat tanah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis

bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul

"PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT UNTUK

MENSERTIPIKATKAN TANAH Dl KECAMATAN MARGOREJO

KABUPATEN PATI".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka

penulis merumuskan permasalahan, yaitu apakah ada pengaruh

antara tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran

masyarakat untuk mensertipikatkan tanah?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian yang dilaksanakan dibatasi pada tiga indikaotr

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat sosial ekonomi, yaitu

melalui tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata

pencaharaian.(J.W School, 1981: 35)



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh tingkat sosial ekonomi

masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk

mensertipikatkan tanah.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis di bidang

pertanahan khususnya mengenai pengaruh sosial ekonomi

masyaraka't terhadap kesadaran masyarakat untlik

mensertipikatkan tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat

sosial ekonomi masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk

mensertipikatkan tanah. Besarnya korelasi antara kedua variabel

adalah 52,56%. Nilai koefisien korelasi antara keduanya adalah

sebesar 0,725, angka tersebut termasuk dalam tingkat hubungan

dengan kategori kuat.

Pengaruh tingkat sosial ekonomi masyarakat terhadap

kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah terlihat dari

semakin tinggi tingkat sosial ekonomi maka semakin baik pula

kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah. Sebaliknya,

masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah akan kurang

tertarik untuk mengurus sertipikat tanahnya, hal tersebut memang

sungguh beralasan, karena masyarakat dengan kemampuan ekonomi

yang lemah akan memilih untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya

terlebih dahulu daripada memikirkan untuk mensertipikatkan tanah.

B. SARAN

Kecamatan Margorejo merupakan daerah yang berpotensi di

bidang pertanian, maka diharapakan Pemerintah lebih memperhatikan
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lagi bagaimana cara untuk membangkitkan perekonomian di

Kecamatan Margorejo yang sebagian besar penduduknya bergerak di

sektor pertanian. Apabila perekonomian masyarakat telah tumbuh

dengan baik maka program-program pemerintah yang salah satu

diantaranya adalah pensertipikatan tanah akan dapat berhasil dalam

waktu yang relatif singkat.
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